
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 8 TAHUN  2006 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI 
PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

pengujian dan sertifikasi mutu barang guna memenuhi standarisasi nasional 
dan internasional, perlu ditetapkan tarif retribusi pelayanan tersebut;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Pengujian dan Kalibrasi pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 
1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah  
Provinsi  Kalimantan Selatan  Tahun 1987 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 60); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan  

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA BALAI PENGUJIAN 
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah unit pelaksana teknis Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. 

5. Pelayanan jasa adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 

6. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan jasa dari 
seseorang yang menggunakan pelayan jasa. 

7. Bahan dan alat adalah bahan kimia/peralatan laboratorium serta bahan lain yang 
digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium. 

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 
firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

9. Jasa Pengujian Mutu Barang adalah pelayanan pengujian contoh uji. 

10. Jasa Kalibrasi Peralatan adalah pelayanan peralatan laboratorium milik 
pemerintah/BUMN, swasta, pendidikan. Untuk menstandarkan peralatan laboratorium 
agar layak pakai dan memenuhi standar uji yang telah terakreditasi oleh lembaga 
sertifikasi.  

11. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau 
lebih sifat atau karakteristik dan suatu produk, bahan, peralatan, organisme, penomena 
fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

12. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan 
alat dengan cara membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu telusur ke 
standar nasional/internasional. 
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13. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat terhadap peralatan laboratorium dan contoh uji 
yang selesai dikerjakan. 

14. Akreditasi adalah pengakuan secara formal oleh badan yang berwenang yaitu Komite 
Akreditasi Nasional (KAN) – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Jakarta. 

15. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

16. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa laboratorium 
dan menerima hasilnya. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan pihak lainnya yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi. 

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat  SPdORD, 
adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi 
dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat 
disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan  atas jumlah 
Retribusi yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena 
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data 
atau ketangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah. 

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
RETRIBUSI 

 
Bagian Pertama 

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi 
 

Pasal 2 
 
(1) Nama retribusi ini adalah retribusi pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi, yang dipungut 

sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa laboratorium. 
(2) Obyek retribusi adalah penggunaan laboratorium pengujian/laboratorium kalibrasi. 

(3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan laboratorium 
pengujian/laboratorium kalibrasi. 

 
 

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

 
Pasal 3 

 
Golongan retribusi dalam peraturan daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 4 
 

(1) Perhitungan tarif adalah perhitungan harga satuan (unit cost) ditambah jasa pelayanan. 
(2) Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium ditetapkan berdasarkan 

biaya bahan ditambah jasa pelayanan, ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap 
pemeriksaan. 

(3) Besarnya biaya sarana diperhitungkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk 
operasionalisasi peralatan. 

 
 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan 

Struktur dan Besarnya Tarif 
 

Pasal 5 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
pelayanan jasa. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, bahan laboratorium, 
pemeliharaan alat, dan jasa laboratorium. 

 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

